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ABSTRAK

hukuman pidana, yaitu jenis sanks pidanadari satu pihak dan jenis sanksi
tindakan dipihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda. Sanksi
pidanabersumber padaide dasar mengapa diadakan pemidanaan itu dilakukan,
Sedangkan sanks tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan
pemidanaan tersebut. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat
reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat
antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ini
ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui
pengenaan penderitaanagar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi
tindakan lebih terarah padaupaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia
berubah. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembal asan.
la merupakan penderitaanyang sengaja dibebankan kepada seorang nara
pidana.

Data dalam penelitian ini, dihimpun menggunakan Teknik library
research dan menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi literatur
review dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, Teknik
yang digunakan oleh penulis dalam melakukan analisis data menggunakan
andisis kualitatif, yang mana pada pendataan tersebut tidak menggunakan
angka, namun dengan menguraikan data secara sistematis dan rasional untuk
memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan dalam objek kajian
penelitianini.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan, pertama Dalam hal
penindakannya pada pelaku tindak pidana korupsi Secara yuridis sebenarnya
sudah di atur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang
tersebut sangatlahjelas bagaimana penindakan terhadap ‘Koruptor dalam
proses pemenjaraan dan juga pengembalian uang negara, jadi bukan hanya
salah satu sgja. Kedua Dalam hal Pidana Korupsi, model Double Track System
sangat efektif penerapannya, melihat pihak yang terlibat sampai lingkup
negara. Maka dari itu selain efek jera yang akan diperoleh bagi Koruptor, ada
kerugian yang harus di tanggung/dikembalikan.

Sgjalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan Bagi para
pegabat negara, tentunya dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya
dijalankan dengan tepat, terlebih terhadap penegak hukum di Indonesia
Karena apapun yang para pejabat tetapkan (kebijakan), akan sangat berdampak
terhadap khalayak umum. Apaagi terhadap Korupsi, maka dari ini ada
perhatian khusus dari Pgjabat Pemerintah dan juga rakyat sipil.
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